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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 NOMOR 100.3.3.2/ 9 /KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN  

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2027 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. bahwa standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2027 perlu disusun dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi 
penyusunan standar harga satuan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan perlu dibentuk Tim Monitoring 
Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2027;   
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyusunan 
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2027; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 
6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
350); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 
KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyusunan Standar Harga 

Satuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 
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KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU terdiri dari: 
a. Standar Satuan Harga (SSH); 

b. Standar Biaya Umum (SBU); 
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan 

d. Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik. 
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan Tim 
Penyusun; 

2. memberikan masukan kepada Tim Penyusun dalam 
penyusunan dan penetapan rancangan besaran harga 
barang/jasa berdasarkan hasil survei dengan 

mempertimbangkan nilai kewajaran; 
3. mengevaluasi laporan tentang kemajuan/perkembangan 

prestasi pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan; 
4. memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan/ 
ketidaksesuaian dengan rencana kerja dan persyaratan 
teknis; 

5. membantu memecahkan hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan sebatas 

kewenangannya; 
6. membantu menyusun konsep Keputusan Bupati Hulu 

Sungai Selatan tentang Besaran Standar Harga Satuan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
dan 

7. membantu menyiapkan bahan dan data keperluan Reviu 
penyusunan Standar Harga Satuan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Januari 2026          

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

                      ttd. 
 

 SYAFRUDIN NOOR 
 

Tembusan: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

3. Yang bersangkutan 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 9 /KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYUSUN 
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 
2027 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING 

PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2027 

 

NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1.  Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah 

2.  Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah 

3.  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Penanggung 

Jawab 

4.  

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Ketua 

5.  

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Sekretaris 

6.  
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan 
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

 
Anggota 

7.  

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

Anggota 

8.  

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Anggota 

9.  

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

10.  

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

11.  

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sub 

Koordinator Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

 
Anggota 

12.  
Kepala Subbagian Dokumentasi Dan Infomasi 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan 

Anggota 
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NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

13.  

Penata Layanan Operasional Bidang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

Anggota 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 


